PEMERINTAH KOT.M.TY. DaER:H TENGKAT IT
MOJOKERTO

PERATURAN DABRAH KOTIM.DY: DLFRAE TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR. & ‘TAHIN 1980

TENTuNG

PEMINGUTAN PuJoK PEMBLNGUNAN I

DENGAN RAHMAT TUH.OY TANG: MAHL ESL
WALIKOTAMIDY,L KEPALL DAERLH TINGKAT II MOJOKERTO

MEN] MBANG : 1. Bahwa berhubhung ketentuan *arip pemmgutan Fa
Jak Pembangunan I yang diatur dalam Peraturan
Daarah Kotamadyn Dacrah Tin.gkat II Mejokerto
Nomor B8 tamm 1976 tanggal 13 Mei 1976 +tidak
sesvel dengon ketentuan Uhdang-undang  Nomor
14 tehun 1947 juncto Undang-undeng Wemor 20
tahun 1948, maka dipandang perlu untuk diubah
dan disesuaiken dengan Undang-undang tersobuts

2. Balwa Peraturen Daerah Induk Nomor 7  fahun
1961 tangzal 27 april 1961 yang mengatur ten
tang Pojak Pembangunan 1 yang merupakan  per
alihan dari Undang-undang Nomor 20 tahun 1948,
maka dipandang perlu untuk mengubsh secara ke
geluruhan guns dlsesuailken dengan kendisi Doe
rah,

HENGINGAT t 1, Indangeundoang Nomor 5 tahun 1974 tentang -
Pokokepokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Uhdang-undang Nomor 17 talnm 1956 tentang Pom
bentukan Daeroh Kota Keeil dalam lingkungan-
Prepinsi Jows Timur/Jaws Tengah/Jawa Barat

3, Undeng=tmdong Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang
Peraturan Umumn Pajek Daerah ;

4« Undongeundang Nomor 14 tahun 1947 tentang Pe
mnguton Pajok Pembangunan di rumah makon don
runsh penginapon



5, Undang=undang Nomor 32 tahun 1956 juncto  Per
aturan Pemerintah Nomor % tahun 1957 tentoag -
Perimbengan keumngen ontears Negara dengen Dae
rohw-dacrah yang berhzk mengurus rumah tanggs -

nya sendiri.

Dengon persesujuan Dewan Perwakilon Rokyet Daersh Kotamadya Dae

reh Tinglat 11 Meojokerto.
MEMUTUSKaH

MEATETL TN ¢ PERATURAN DAERLH KORM Y. DAERGH TINGKAT IT MOJO
KERTO TINT-NG PEMUNGUTAN  PAJaK
FPEMBANGUR:N 1.

Fagal 1

-
Delam Poratursn Daerah ini yang dimaksud dengan istilah ¢
o, Pemerintah Dacrah, islah Pemerintoh Kotamadya Daersh Tingkat
1T Mojokertn 3

b. Kepule Daerah, ialsh Walikotamedya Kepala Daerah Tingkat II

Hojokerton 3

0. Pemboycran, ilalah pembayaran gunt penbelion makan dan minumab.
/otou sewa kamar termasuk puld semua tambahan dengan nama apa
pun juga kecuali untuk pajek dirumsh maken dan rumah penginap
o g

de Runeh Makan, ialah perusahaan yang memperganakan bangunan de
nen diperlengkapi untuk menjual makanon dan minuman  dengan
menyvedickan tempat untuk rakan dan minum g

o. Ruch Penginapan, ialah perusahoan yeéng menyewaken kamar / -

rucng penginapan untuk umm

Pasal 2
Deri semma pembayaran di rumch=runah makan dan di  rumah-
runch penginapan, dipungut pajak yong dinamekan FPajak Pembangun-

an L.

Pagal 3

(1) Fnjcl tersebut pada pasal 2 Pexcturcn Daerah ini besarnya =
10 55 (sepuluh prosen) dori jumleh pewboyaron dan dibulatken=-
soaped Jumleh Rp. 5y= (lime rupiah) ;



(2) Jike jumlah pembayaran kurang dsri Hp. 50, (lima puluh ru
pich) maka jurlah ini tidak dikenckan pajak.

Pomsal 4

(1) Dwmch Mokan dan Rumah Penginopan yong biasanys dikunjungl -
olch orang-srang yang tergolong tidek manmpu, dibebaskan dari

pembayaran Pajak Pembangunan I ini ;

(2) Xetontuen tersebut dalam aynt (1) pasal ind, tidak menguengl
hek Kepala Daerah untuk menisdakon jiko ternyata  bahwa =
runch maken dan rumah penginapan itu tidak dapat disnggar -
memenuhi sysrat yang ditentukon peda ayat (1) pasal ini

Pasal 5

(1) Tojok Penbangunan T ini setinp hori kerjs harus disetor ke
Krs Daerah lewat petusas pemmngui yong ditunjuk oleh Kepala

Doernh H

(2) Besornys pajek untuk rumeh mokan dan rumah penginapan yang
tidck dapat mengadaken pembukuan, ditaksir eleh petugas yang
ditunjuk oleh Kepala Dasrah 3

(5) 2ok dibayar dengan menggue kan formulir/kwitansi yang 4i
tetapkan oleh Kepala Daerah 4 '

(4) Telombatan pembayaran oleh penangyung wajib pajak sempal de
nsen 15 {1ima belas) hari dikenaken somksi terssbut  pada-
posel 7 ayat (1).

Pagal 6

(i) Yong menanggung pajak ialah yang mempunysi perusahaon ter
sebut dalam pasal 2 Peraturan Daerch ini dan untuk itu peng
uscha @iperkenankan menanbah pembaynran dengan 10 %(sepuluh

vrosen) ;

(éj Jikn yong mempunyal perusshoan tersebut ayat (1) pasal ind
mencmboh jumlah perbaysren dengan 10 % (sepuluh prosen}, ma
I orang yang melakukan pemboysron wajib membayar Jumlah de
neen tombahannya itu g

(3) Penonggung Jjawab tersebut pada ayat (1) pasal ini, diharus
kon mengadakan pembukuan mengenci pajoke-pajak yang telah di
punguinya dan pula menyetorkan kepoda pemegang Kag  Daerah
lewet petugas pemungut dan sewaktu.waktu dapot diperikda



cleh pegawal yang ditetapkan oleh Kepala Laerah,

(1) Jike ternyats bahwa pajak dibnynr lurang atau sama  sekall
tidek drbayar menurut jumlzh vong citentukan dalam pasal 2
Feratur:n Dasrah ini, atouw Jjika tidak diset-rkan pada waktu
yeng ditentukan, maks yang mermpunysl perusabaan  dikenakan
denda feratus kali pajak yong tidale dibayar don sedikit -di

kitnyn Rps 5.000,= (lima ribu rupiah)

(2) Tenda tersebut pada oyat (1) prsal ini dapat dibebaskan ae
hoglar atau selurulnya »leh Xepala Inerah jika dapat Iooai
buktikon bahwa pelanggoran itu disebabken kekhilafan  atau

kelalaian yang dapat dimsafkar .

Pasal 3

(1) ok mmtuk menagih pajak ini dan dendanya menjadi kedluwaras
sesudal 3 (tiga) tahun terhiting mul~i tanggal pajak  ter-

gebut harus disetor

(éj Tuntuten pengembalian kelebdlin . pembaysran pajak, denda
benya pensgihan ongkog-ongkos penuntutan kedaluwarsa, Som
sudalr 3 {tiga) tahun terhitunz mulai tanggal timbulnya hake
mtuk meminta kembali pajak yong telsh dibayar itu.

Pagal 9

Yang mempunysi pornsahzan padn ayet (1) pasal 6 Peratur
cn Doerch ini, dan tidak memenuhi kewajibanekcuwaiibannya — terw
sebut pada =yat (3) pasal 6 dizncom dengﬁﬁ rukumcn kurungen se
lemeslomanya 1 {setu) bulan ataw hukwemn denda setinggl-tinggi-

nyt 20.  1.000,« {seribu rupich).

Pagal 10

Hal-hal yang belum diatur dalom Peraturan Daerah ini ae
wnjong mengenal pelaksansannys olon diatur leblh lanjut  oleh

EKepoln Daerah.

Paszl 11

(1) Percturan Daerzh ini depnt disebut Feraturan Pajek Pembangm
an 1 , dan berlakn pada hori pertomn sesudal bapnggal  peng

wAsngamya



(2) Dengen berlnkunya Peraturan Daeran ini, dinyatakan tidekber
laku logi Feraturan Daerah Kotaprajs Mojokerto Nomor 7  ta-
b 1961 %ongeal 27 April 1961 dan Peraturson Daersh  Kota-
madyn Doerch Tingkat IT Mojokerto Nomor 8 ichun 1976  tang
gal 13 Mei 1976,

Mojokerto, 18 . Julli 198D

DEWAN PERALKTLAN RLKYAT DiAERAH Wi lIKOTAMADY. KEF.L4A DARRAM
KOTAMADY,. Lok TINGKAT IX TINGELT I  MOJOKERTO
MOJOKIRTO
Ketun,
Cap/ttd. Cop/ttd.
SOZHADI H.R, MOCH. S.MIOEDIN, B.A.

NIP. H10007573

Pischken dengen Surat Eeputusan Menteri Dalem Negeri teng
gal 4 Arpil 1981 Nomor : 973 - §70/35 - 248.

Direktorat Jendersl Pemerintahan Uoum
Dan Otonomi Doerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap/ttd.

Irs, He Soemarno

Diuwndongken dalam Lembaran Dagrah Kotamedyn Daerah Ting
katuII Mojokerto Tabun 1981 Seri A pada tanggal 27 Juni 1981 N»
ner § 2/A.|

Aone WALTKOTAMADYS KEP.Lo DAER.H TINGKAT IT
MOJOKXKERTO
Pj. Sekretaris Kotomndya

Cap/ttd.

Drg. MASDRA M YASTH
NIP, 510035499

Mwk



I.

II.

PR JIELAS AN

FPERLTURSN DatRaH KOT.MeDYS DAERAE TINGKLT IT MOJOKIRTO
HOMOR 6 TuHUW 1980

TETLANG

FAMUNGUTN FodoK PEMBGNGUNAN I

EENJELACA T UMUM :

Balwa pungmton lajok Pewbangunan I yang diatur  dsalam
Undang-uwdang Nomor 14 tahun 1947 juneto Undang-undong Komer
20 tahum 1948 adalah nerupakan jenis rajak yang tidok long
sung, adapun besarnya Fajek Fembangunan I seabagaimono di=-
maksud calam Undang-undrng tersebut diatas sebesar 10 % ( se
vuluh prosen} dori harsn pembaysran.

Cleh karena pungien Pajak Penbangtman I yang  diatur
dalan Peraturan Deerah Kotaiadyaz Daerah Tingkat IT Mo jokerto
Nanor 8 tchun 976 4idsk seosuai dengan ketentuan delan Undang
—mndang Honor 14 tehtn 1947 aaka dipandang perlu nengubah/me
hyesuailan Peratursn Dasrsn terscbut dengan Undang-undang No
amor 4 tabur 1947.

Disampirg itu Poraburan Dacrah Indulk Wonor T tahm 1961
tanggel 27 hoil 1961 yans aegatur tentang Pajak Panbangun-—
ar I cdalah zerupnkar peralilan dord Undang undang Wanor 44
tahun 1947 jwecto Undang-undumng Hanor 20 tahun 1948 temyata
tidale pesual dengm kondisi Daerch; waka dipandang verlu wn
twk aensubal secara keseluruhion cuna disesuailan dengen kon
il Dappreh.

TATJILASAN PASAL Dl PASAL »

Pazal 1 ¢ Hemuat istilah~distilah yang dipakai dalu

pasol-pazol solanjutnya.

Fagel 2 dan posal 3 3 Culzry Solas.

Pasal 4 ayat (1) Yang diarkeud dengon orang-orang yang -
tergolong tidak nanpu ialah lapisanmagra
Takat terendoh yeng aempunyal  panghasil
an relatid kecil dan tidok tetap,seperti:




Pasal

Pasal

Fasal

Pazal

5

gyat (2)

abmgwabang becak, kuli-ldi batuy kuli ~-
kuld barang dan sebagalilyas

Cultup jelas.

Culkup jelag.

6 seanpai dengan 9 3 Cukup Jjelas.

10

11

a
a

Jderupakan jalan kelusr untuk dapat Meng-

atup kotentum~=ketentuan yang belum diatur
dalma Peraturan Daereh ini atan kesulitan
yoang mungikin tiabul dikenudian hari yang -

tornyata bahwa Toraturan Daerah imi masih

sengemdug beborapa kelemzhan,

Culkup jelas.

—3i /‘Dw Fee



